LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

Momar . 9 Tahun 2005 Seri:E

PERATURAMN DAERAH KABUPATEN
QGAN KOMERING ULU
NOMOR 2 TAHUN 2005

TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DEMGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
EUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : & bahwas dalam  rangka Pembingan  dan
Ferlindungan magyarakat, serta
pangawasan dan pengendalian terhadap
usaha jasa konstruksi dalam  Kabupatan
Ogern Komering Ulo, maka pedu  diakur
rengenai lzin Uzaka Jasa Konstruksi

h. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
huref & di atas. perly ditetapkan dengan



Menglngat

Peimturan  Dasrah  Kabupaten  Ogan
Komernng Ul ;

. Undang - Urdeng WRepublk Indonesia

MNonor 28 Tahun 1959 tentang
Pambentukan Daerah  Tingkat 11 dan
Kotapraia di Sumatera Selatan (Lembaran
Wegara Repubik Indorgsia Tehun 1058
Momor 73, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomaor 1821)

. Undang — Undang Repunlit  Indeonesia

Momor B Tanun 1581 tentang Kitab Uindang
— undang Hukurm Acara Pidana (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahunm 2981
Womar 48, Tambahan Lembaran Negara
Repubilk Indenesia Nomor 3209)

_ Undang — Undang Republik Indanesia

Nomor 18 Tahun 1998 tentang jasa
konatruksi  {Lembaran  Negara Republic
Indanesia Tahun 199% Nomeor 54, Tambahan
Lembaran  Mogars  Republik  Indonssia
Momer 3833) ;

. Undang — Undang Republik Indonesia

Womar 28 Tahun 1989  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Korupsi, HKolusi dan  Nepotisme
{Lembaran Megara Republik Imndonasia
Tahun 4989  Mamor 7B Tambahan



a

Lembaran MNegara  Republik Indonasia
Mormor 38615 ;

. Undang - Wndang Hepublik  [Indonesia
Momoer 31 Tahun 195% tentang Tindak
pidana Korupsi {Lemnbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19989 Momor 7B, Tambahan
Lembaran MNegara Republik  indonesia
Moenor 3854) ;

. Undang - Undang Republik Indohesia
Momar 18 Tahun 1957 tentang Pajak Dagarah
dan Retribusi Dasrah  Lembaran Megara
Republik Indanesia Tahun 1997 Komaor 2446,
Tambahan Lembaran Megara  Repablik
Indenagia Momer 40487 ;

. Undang -~ Undang Republik Indoneszia
Momer 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang — Undang Repubik Indonesia
Homnor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Dasrah
dan Retribusi Deerah | Lembarah Negara
Republik Indgnesia Tahun 2000 Nomar 246,
Tamhahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomear 4048}

. Undang - Undang Repukblik Indenesia Nomor
37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten KU Timur, Kabupalen DOKU
Sglatan dan Kabupaten Ogan lir {Lembaran
Megara Republk Indonesia Tahun 2003
Nomom 15, Tambahan Lambaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 43475 ;



Undarg — Undang Republik  Indonesiz
Namor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Persturan  Perundang - undangan
{ Lembaran Megara Republk  Indenesia
Tahun 2094 HNomor 33,  Tambahan
Letrbaran  Megara Republik  Indonesia
Nomor 438391 ;

10.Undang — Undang Republik  Indenesia
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Momor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintahan Dagrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125,
Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Marnor 4437 |

_Peraturar Pemenntah Republk Indonesia

Momor 27 Tahun 1583 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Momor & Tahun 1581
tortang Kitek Lndang — undang Hukum
Acare Pidana {Lembaran Negara Republik
indonesia Tabun 1883 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Megara Republik  Indonesia

- Nomaor 32588) ;
12 Peraturan  Pemerintah Repuklik ndonesia

Mommeor 25 Tahun 2000 tantang kewerandgan
Pemerintah dan  Kewenangan  Prapinsd
sehagsi Daerah Otenom (Lembaran Magara
Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 54,
Tembahan Lembaran MNegara  Republik
Indonesia Nomaor 3852) ;



12 Pergturan  Pemenntah Fapublik Indonesia
Momor 28 Tahun 2000 temtang Usaha dan
Peran Masyarakat  Jasa  Konstruksi
{Lembaran MNegara BFepublk Indonesia
Tahun 2000 Momor B3, Tambahan
Lembaran MNegaa Republik  Indonesia
Momar 395%)

14 Peraturaty Pemerintah  Repuklik Indoneasia
Momor 29 Tahun 2000 tentang

Penyzlenggaraan Jaza konstruksi
{Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor B4,
Tambahan Lembaran MNegara
Mormor 3056)

15 Peraturan Pemerintah Republk  Indonasia
Momar 30 Tahun 2000 tantang
Fenyelengparaan Fembinaan Jaza
Konstruksi {Lembaran Megara Republik
Indoresia Tahun 2000 Momeor 65, Tambahan
temparan  Megara  Republik  Indonosia
Wamar 3857) ;

16. Paraturan Mentori Dalam Wegeri Momor 4
tahun 1987 tentang penyidik Pagawai Megeri
sipil di lingkungan Pemerintah Dasrah

17. Keputugan  Menteri  Pemukiman  dan
Prasarana ilayah Momar
AGAWPTS/MZ001 tentang Pademan
Famberian 1zin Ussha Jasa Konstruksi
Masional :



Dengan Parsetujuzn Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CGAN KOMERING LILU

dan
BUPATI OGAN KOMERING LU

M EMUTUEKAN :

Manatapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DGAN

KOMERING ULY TENTANMG LZIN USAHA
JASA KONSTRUKSL

BAE |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Calatn Peratucan Daserah ini, yang dimaksod dengan

1.
2.

kabupatzn adalah Kabupatan Qgan Komenng U ;

Pameriniah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupalen Ogan
Kornedng LU ;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komenng Ul ;

. Badan adziah sekumpulan orang dan f a@tau medal yang

merupakan kasatuan baik yang rnelakukan usaha maupun
yang tidak melakukan vsaha yang meliputi persaroan terbatas,



8

parseroan komenditer, peiseroan lainnya. Badan Usaha Milik
Negara atau Dasrah dengan nama dan dalarn bentuk apapuh.
finma, kongsi, koperasi, dana  pensiun, persekutuan,
perkumpulan. yayasan. organizasi mased, arpanisasi sosial
politik, atau oganisas yand sejenis, lembaga, bentuk ueaha
tatap dan hentuk badan leinnya |

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang rienjalankan
jenis usaha yang bersifat tetap dan terus meneyus dan yang
didirikan, bekerja serta herkedudukan dalarm Kabupaten Cgan
Womering Ul untuk remperclsh keuntungan dan atau laka .

Pengusaha adalah setiap perorangan atal persabkutuan atay
badan yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan |

Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atan kegiatan
apapun dalam bidang jasa konstrukst yang dilakukan oleh
satiup pengussha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan
atau laba ;

17in Usaha Jasa Wonstruks: yang sslanjuinya disinghat UK
adalan zin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi
yang disrbitkan oleh Pemerintah Kabupaken dan atau pajabat
yang dituniuk ;

Radan Usaha adalah Badan Usaha ditdang Jasa Konstruksi,

10.Lambaga adalah nrganisasi sebagaimana diraksud dalam

Undang - undang Nomor 18 Tahun 14994 tentang Jasa
Konstruksi yang berujuan untuk mengembangkan kegiatan

jasa konstruksi nasional;

41 Akreditasi adalan Suaiu proses peniaian yang dilaksanzakan

oleh emhaga,



17 .lasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konstruksi perencanaan
peketdjzan konstruksi, layatan jasa pelaksanaan pekerjgan
konstrukei dan layanan jasa Konsultasi pengaveazan pakejaan
konstruksi ;

13 Pekerjaan Konstruksi adalah kesaluruban slau  sebagian
rangkaian kegiatan perencanaan dan § alau pelaksanaan
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,
sipil, mekanikal, elekirikal dan lata lingkungan masing -
masing beserta kelengkapannya untuk rmewujudkan suaty
bangunan atau bentuk fisik lain.

14 Kpahfika=i adslsh  bagian  kegiastan  regrhsiasi untuc
fmanetapkan penggolongan uzaha dibidang jaza konstiuksi
menurut tingkat ¢ kedalaman kompetansi dan kermampuan
usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
katja orang perseorangan dibidang jasa konsiruksi menurut
tingkat / kedalaman kempekensi dan kesmampuan profes dan
keahtian,

15, Pemerikzaan  adalah  =erangkaian  kegiatan  untuk
mendapatkan 4 mengumpulkan dan mengolah data atau
keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pambinaan
kepatunan pemenuhan  kewajiban berdazarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

16, Paruhahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan
yang meliputi nama perusahaan, bentuk pemgshaan, alamat
kankor perusghaan, nama pemilik / penanggungjawsb, KFWE.
hidang usaha. suUb bidang usaha,



BAB Il
MAKSUD DAN TLRILAN
Pazal 2

Maksud dan tyjuan pengaturan perizinan adalah sebagai berikut

a.

menjamin keterpaduan pengaturan dan pemhbingan usaha jasa
konstriksi.

menunjang eravujudnya iklim berusaha yang lebib sehat.
adanya kepastian kehangdalan perusshaan

meningkatkan pedindungan  teshiadap pemakal jaza  dan
keselamatan umum.

menunjang peningkatan efisignsi penggunaan sumber daya
dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB I
USAHA JASA KONSTRUKS
: Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jems usaha kanstruksi, bentuk
uegha konstrukei dan bidang usaha konsinikei.

Pagal 4

Jenis usaha kanstruksi sebagaimana dimaksugd Pagal 3 meliputi
usasha persncanasn konstuksi usaha, pelaksanaan konstruksi
dan usaha pangawasan korstruksi.
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Pazal &

Bentuk usaha konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapst
berbartuk orang perorangan atau Badan Usaha.

Pasal &

Bidang Usaha Konstruksi sehagaimana dimaksud Pasal 3
mencakup pekerfaan  arsitektural, pekerjaan sipll, mekanikal,
elcktrikal dan tata lingkungan .

Fasal T

Pefincian masing — masing bidang usaha ssbagaimana dimaksud
Pagal € ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesual Peratuman
Perundang — undangan yang barlaku.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal B

(1) Setiap Perusahaan Jasa Konstruksi yang menyelenggarakan
usaha dalam Kabupaten hamus rmemiliki UK dan Buapati .

{23 LK =ebagaimana dimaksod ayat {1] pasal ini tardin dari
kuzlifikasi sebagai benkut

a. Jaza Konsuktansi (Perencanaan dan Pengawsasan) terdini
dari :

1. U=zaha Kecil
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2. Pocruzahaan Mensngah
3. Perusahaan Besar

b. Jasa Pelaksanzan Konhstiuksi terdiri dari |
1. Usaha Kecl f Koperasi Keacgil
3, Peruzahzan f Koperasi Menengah
3. Perusahaan Besar

{3} Kiasifikasi IUJK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan
sesual Peraturan Perundang — undangan yang berlaki.

f4) Bagi Usaha asing yang menyelenggarskan jasa konstruksi
disesualkan dengan fanda registrasi badan usaha yang
dikeluarkan cleh lembaga dengan biaya dikatagorikan sebagai
Perusahaan Besar.

Pasal 9
I7zin Usaha Jasa Kenstruksi sebagaimana dimaksud pasal B ayat

(1} berlaku untik seluruh wilayah Republik Indonesia

Paragraf 1
Ohyak dan Subyek 1UJK
Pasgal 10

(11 Obyak IUJK adalah Perusahsan sebagaimana dimaksud
Pasal 8 Peraturan Daarah ini.



{2} Subwzk LK adalan Badan U=aha atau Perusahaan.

Paragraf 2
Tata Cara dan Persyaratan
Pasal 11

1] Permohonan UK digjukan secara terfulis kepada Bupati
melalui Instansi yang membidangi unusan Jasa Konstruksi.

{2} WK diberikan kepada Perusahazn Jass Kaohstruksi yang
memenuhi  persyaratan  =ecara administratit - dan teknis
dibidang Jasa Konstruksi antama lain
a. memenuhi Ketentuan Peraturan Perondang - undangan

wiluk menjalankan usaha [ kegiatan Jasa Konstroksi.
b rmemiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial.

¢. tidak ssdang dalam pengawasan 1'engadilan, tidak pailit
kegiatan usahanya hidek =edang dihenlikan dan direksi
vang bertindak untuk dan atas nama perusanaan tidak
sedang dalam menjalankan sanksi pldana.

d. memiliki Sumber Daya Manusia, modal peralatan dan
fasilitas lain vang diperiukan dalam pengadaan barang |/
jasa.

e. tidak masuk dalam daftar hitam.

f  mamiliki alamat tetap dan jelas,
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3 Syarat — syarat permohenan WK sabagaimana  dimaksud
ayat (1) dan ayat (2], ditetapkan dengan Keputusan Bupati
sasuai Peraturan Perundang — undangan yang beraki.

i4] Terhadap  peimehonan UK dilakukan  pemedkeaan
kelengkapan Administrasi dan  persyaratan teknis  sesua
bidang Jasa Konetrukei.

Pazal 12

i1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga pulti) hari kefa terhitung sejsk sanggal
diterimanya permohonan yang secara  administratit telab
lengkap, harus sudah mengambil Keputusan menarma atau
menclak permohanan ILJE,

(2] Dalam hal Permphonan sebagaimana dimaksud ayat {1}
ditolak, maka harus dizsertai dengan alasan penclakannya
sRcara terulis.

3% Apatila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat {13,
Bupati atau  pejabat  yang  ditunjuk  tBidek  memberikan
Keputusan menedma atau menolak, maka permohchan LK
dianggap diterima dan harus diterbitkan [UJk.

Paragraf 3
Masa Berlaku lzin
Pasal 12

11 111K kerlaky selama 3 finat tahun seiak tannnal ditrrhtean
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(2} UK sebagaimana dirmakeud ayat (1) setiap 1 (saha} tahun
wajith dilskukan teliti ulang.

Fasal 14

ILLK tidak heraku apabila

Ao hao—

habis masa berakunya ,

pengalhare Perusabaan kepada pihalk tain,

IUJK diparoleh secara Sdak sah;

panizahaan Jasa Konstruksi tidak lagi memenuhi syarat

gasual Peraturan Perundang — undangan yang
bedaku.

Faragraf 4
Kewajikan dan Larangan
Pasal 15

Pemegany IWJK memparyal kewajiban sebagai berilut
1. Memiliki Tenaga Teknik tugas penub;

2. Memasang papan nama parusahaan pada kantor perusahaan
dengan menyebutkan sekurang — kurangnya ;

a.
b
L+
d. Momor 1L

Mama Perusahaan

. Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Alarmat
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. Bagi perusahaan jass pelaksane  konstniksi, memasang
papan nama proyek J/ kegiatan dilokas pelenaar;

. Mecnyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati, yang
terdiri dari :

a. Laporan Tahunan

k. Laporan kegiatan pekerjaan

¢. Laporan perubahan Data Perusahaan

. Penyzahaan yang IU.JKnya sedang terkena sanksi pembskuan
fatap bartanggugjawsb 3tas panyslezgian pekerjaan yang
sedang dilaksanakan |

. Mematuhi J memenuhi ketertuan Peratwan Perundang —
undangan dibidang jasa Konstruksi;

. Wematuhi ketentuan Peraturan Perundang — undangan yang
menyangkut benaga  kerja,  kegiatan usaha, Keamanan,
keselamatan serta kelestarian ingkundgan,

. Manarmpatkan ILJK di muangan kantor Perusahaan yang
mudah terihat oleh umam.

Pasal 16

Permegang 1JJK diarang sehagai berikut -

. Penanggung jawahb perusahaan tidak dibenarkan merangkap
menjadi pengurus perusahaan lain dan harus bertugas penub
{full time).
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2. Tenaga teknik tugas penuh tidak dibenatkan merangkap
kegiatan usaha dan f atau bidang pekerjaan lain.

3. Meminjamkan perusahaannya kepada pemusahaan dan atau
pihak lain untuk merdapatkan pekerjaan.

4. Mengsubkontrakkan seluruh perlaksanaan pekeraan kopada
perusahaan lain.

E. Peruzahaan yong IUJKnya sedang terkena =anksi pambekiuan
tidak dibenarkan untuk kut serta dalam pelelangan atau
meneritaa penunjukan langsung.

£. Pgoruzahzan vang [UJKnya dicabut fidak  dibenarkan
melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

BaB ¥
PEMEBIMNAAN DAN PENGAWASAN
Paszl 17

1) Pembinaan dan MPengawasan LK dilakukan oleh Bupati dan
senara teknis dilsksanakan oleh pejabat yang membidangi
unueEn Jasa Kongtroksi.

(#) Pajabat sebagaimana dimaksud ayst (1) Pasal ini wajib
melakukan pembingan dah  pengawasan  Secara  terus
menaras terhadap kegiatan usaha Jaza Konstruks',

{3} Pejabat sebagaimana dimaksud ayal (2} bedtangoung janah
dan melaporkan pslakzanaan pembingan dan pengewasan
ke pada Dupati.
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{4) Tata cara pelaksanaan pembinaar dan  peRgawasan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesual  Peraturan
Perundang — undangar yang berlalko.

BAS VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pagal 18

{1} Bupati atau pajabal yang ditunjuk dapat menjatuhkar sanksi
administrasi terhadap Perusahaan pemegang IUJK yang
melanggar Peraturan Ferundang — undargan yang berlaku.

(2] Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdini atas Penngatan
tertulis, Pembekuan ILJK dan pencabutan ILJK

Pasal 13

(1) Sanksi administrasi berupa peringatan Lemulis sebagaimanz
dimaksud  Pasal 18 ayat (2) dikenakan apabila melanggat
kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 den
Pasal 16 ;

{2y Banksi Administrasi bemupa pembekuan UK sebagaimana
dimaksud Fasal 14 ayat (2] dikenakan apabila sebagai berikut:

a. Perusshaan yang melakukan penyimpangan f pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan kelah
dipennpatkan gecara tertulis fga kali bertun — turt.,
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Perusahaan sedang dipeiksa okh pengadian karena
didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan
kegialan usahanya.

{3) Sanksi Administrasi berupa pencabutan [UJK sshagaimana
dimaksud pada Pasal 18 ayat {2) dikenakan apabila sebagai
bearikut :

d.

Terbukti bahwa LK yang bersangkutan tidak sah.

k. Parusahaan telah dijatuhi hukuman oleh Badan Peradilan

yang telah mempunyai kekuatan hukuim tetap,

Dialam jangka wakin 3 {tiga) bulan sejak dibekukannya
LK, perusahaan tidak memenuli Kewajibanoya.

Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi,

e. Perusghaan ternyata tidak memenuhi lagl persyaratan

minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan [/ atau
kidang pekatjaan yang berzangkutan.

Terbukti hahwa perusahaan  peMmeagang [LLIK
meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk
mendapatkan pekerjaan.

Terbukti  bahwa perusahaan  menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjzan kepada perusahaan lzin tanps
persetujuan dar pemben kerja.

. Terbukti batwa perusabaan telah secara sangala atau

metniuat kekelirean dalam melaksanakan pekarjaan yang
mangakibatkan cbyek pekenaan menganduny Lacat atau
mangalami proses kerusakan yang sangat cepat.

Terbukti  bahwa perusahaan  yang terkena  sanksi
pembekuan UK masih mencan pekerjaan lain.



L

Pasal 20

Tata carg pemberian sanksi Administrasi sebagaimena dimaksud
Pasgal 18 Peraturan Dagrah ini ditetapkan dengan Keputusan
Bupati sesuai Peraturan Perundang — undarigan yang berlaku.

BAB VI
KETEMTUAN FIDANA
Pazal M

{1} Pelsnggaran terhadap ketenluan Pasal 8 ayat [1}, diancam
pidana kurungan paling lama 3 (igad bulan alay denda
sebanyak —  banyaknya Fp. 50000000 -
(Lima pulub juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang
terterty untuk Pemerintah Kabupaten kscual diteniukan lain
oleh Peraturan Perundang — undangan yang beraky.

{2] Tindak Pidana ssbaguinana dimaksud ayat (11 adalah
Pelanggaran.

BAB VIl
FEMYIDIKAN
Pazal 22

(11 Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Feraturan Daersh ini dapat juga dilakukan oleh Fetyidik
Pegawai Megarf Sipil {PPNS) di lingkungan Pemerintah
Kabupafen yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang — undengan vang berlaku.
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(21 Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik
Pegawai Negari Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat {1}
banwcnang .

a. menerima laperan atau pengaduan dari sesearang tentang
adanya tindak Pidana ;

b.malakukan findakan pertama pada saat tu di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksazn ;

c. menyuruh bethenti seseorang tersangke dan inemeriksa
tanda pengenal dir tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
e mengambil sidik jan dan mematnet sesecrang |

f. memanagil orang untuk didengar dan diperikss sebagsi
tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang shli yang  dipetlukan  dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara

h. mengadekan penghentian Penyidikan setalah mendapat
petunjuk dari Penyidik Umum batwa tidak terdapat oukup
bukti atau paristiwa tersebut bukan meropakan lindak
pidana dan =elanuinya  melali Penyidik  Umum
memberitshukan hal tersebut kepada Panuntut Lmuom,
tersangka ateu keluarganys

i. mengadakan tindakan lain rmenumut hukum yang dapat
dipertanggung jawakkan,



a1

(3 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
membaritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
ha=il penyidikannya kepada Penuntut Umum melalut Penyidik
Umum sesuai dengan ketanbuan yang diatur dalam Undang-
undang Momar & Tahua 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

BaB I1X
KETENTUAN PERALIHAN
Ra=zal 23

IUJK wang telah diterbitkan secara sah sebelum bedakurys
Peraturan Drzerah ini dinyalakan tetap berfaku dan dalam jangka
waktu paling lama 1 (gatu) tahun sejak berlakunya Poraturan
Daerah ini harus sudsh disesuaikan dengan Paraturan Daerah ini.

Pasal 24
Dengan berlakunya Peraturan Daerab ini segala ketontuan yang
telah ada dan berfentangan dengan Peraturan Dasrah  ini,
dinyatakan tidak berlaky.

Pasal 25
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dasrsh ini, sepanjang

mengendi teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan
Bupai.
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BAB X
KETENTUAN FENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai bedaku pada tanggal disvdanghkan.
Anar  setiap  orang mengetahuinya,  mamesintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengsn pensmpatannya
dalam Lembaran Dasrah Kabupaen Ogan Komenng Ulu,

Ditetapkan dl Baturaja |
pada tanggal, 19 Yes- Je0e
BUPATI DGAN KOMERING LILU,
Cap { dto
ECDY YUSUF

Diundangkan dl Baturaja

pada tanggal,

Plit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING UL,

Cap [ dio

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABURATEN CGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI E



